KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan
Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Tangerang Selatan.

Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan



Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
Menetapkan Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor
10 Tahun 2026 tentang Standar Operasional Prosedur Uji
Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
Pada Tanggal 19 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd.

M. TAUFIQ MZ

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis

velenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN



Nomor SOP 3 Tahun 2026
Tanggal Pembuatan 2 Januari 2026
Tanggal Revisi 19 Agustus 2026
Tanggal Efektif 19 Agustus 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM Nama SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
KOTA TANGERANG SELATAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang | Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia | Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar | sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Layanan Informasi Publik; Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, | dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun




2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Permohonan Informasi; 1. Meja helpdesk pelayanan;
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi; 2. Formulir pelayanan;
3. SOP Pengelolaan Website. 3. Petugas helpdesk pelayanan;
4. Daftar informasi publik;
5. Mekanisme pelayanan;
6. Jadwal pelayanan;
7. Struktur PPID;
8. Alat tulis;
9. Komputer.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya | Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy.
selama 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja maka
pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa informasi publik.

- PPID wajib memberikan respon atas permintaan informasi pemilu dan
pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan
Informasi. PPID dapat memperpanjang respon atas permintaan Informasi
Pemilu dan Pemilihan paling lama 2 (dua) hari kerja, dalam hal belum
dikuasai informasi yang dimohonkan dan/atau belum dapat memutuskan
status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau
dikecualikan.




BAGAN ALUR SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK.

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Kegiatan Helpdesk Staf/ Tim Atasan PPID/

PPID/Kasubbag PPID Pelaksana Pertimbangan Sekretaris Kelengkapan Waktu Output

1. | Menentukan materi pelaksanaan Disposisi dan 1 hari Formulir
pengujian konsekuensi informasi materi keberatan
yang dikecualikan dan menugaskan pengujian
Kasubag Parhubmas & SDM untuk konsekuensi
memproses permohonan uji
konsekuensi informasi.

2. | Menugaskan staf untuk menyiapkan Disposisi dan 1 hari Formulir
surat permohonan uji konsekuensi . - materi keberatan
serta materi pelaksanaan pengujian . pengujian
konsekuensi berdasarkan arahan. konsekuensi

3. | Menyusun draft surat permohonan v Disposisi dan 1 hari Disposisi
uji  konsekuensi serta materi materi
pelaksanaan pengujian - pengujian
konsekuensi berdasarkan arahan. konsekuensi

4. | Memeriksa draft surat permohonan Disposisi dan | 30 menit Disposisi
uji  konsekuensi serta materi materi
pelaksanaan pengujian pengujian
konsekuensi, jika setuju - ‘ konsekuensi
membubuhkan paraf serta I\
menyerahkan kepada Kasubbag.

5. | Mengoreksi, memeriksa hasil Disposisi dan 1 jam Disposisi
penyusunan draft surat L draft
permohonan uji konsekuensi serta ' Tidak pengujian
materi  pelaksanaan  pengujian konsekuensi
konsekuensi bersama Tim
Pertimbangan untuk memberikan ‘ > ‘
pertimbangan. Jika setuju, - Ya
menandatangani draft dan Tidak

menyerahkan kepada Sekretaris,
jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kasubag untuk diperbaiki.




Mengoreksi draft surat permohonan Disposisi dan 1 jam Draft
uji  konsekuensi serta materi draft jawaban
pelaksanaan pengujian pengujian keberatan
konsekuensi. Jika setuju, konsekuensi
menandatangani dan menyerahkan
kepada KPU Kota Tangerang
Selatan untuk ditandatangani, jika
tidak setuju mengembalikan kepada
Kasubbag untuk diperbaiki. Surat
permohonan uji konsekuensi yang
telah ditandatangani diserahkan
kepada Kasubbag.
Menyerahkan surat permohonan uji Disposisi dan 1 jam Draft
konsekuensi kepada kasubag untuk dokumen jawaban
di dokumentasikan dan permohonan keberatan
disampaikan kepada KPU Provinsi. uji

konsekuensi.
Menyerahkan berkas dan dokumen Berkas dan 30 menit | Berkas dan
permohonan uji konsekuensi dokumen dokumen
kepada staf untuk di permohonan permohonan
dokumentasikan serta disampaikan uji uji
kepada KPU Provinsi. konsekuensi konsekuensi
Mendokumentasikan dan Berkas dan 1 hari Berkas dan
menyampaikan berkas dan dokumen dokumen
dokumen permohonan uji permohonan permohonan
konsekuensi kepada KPU Provinsi. uji uji

konsekuensi konsekuensi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN




